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BAB II 

KAJIAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI, 

GRATIFIKASI, PERUSAHAAN FARMASI TERHADAP DOKTER, 

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Kata korupsi berasal dari kata latin corruption atau corrupt. Kemudian 

muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu corruption. Bahasa 

Belanda corruptie dan muncul pula dalam pembenahaan bahasa Indonesia 

dengan istilah korupsi. 

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, 

ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang 

bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata 

korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang 

sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam 

pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu 

kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.26 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan 

orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya 

yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak piidana korupsi harus 

ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan 

khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan 

                                                           
26 Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 

1996, Hlm 211. 
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tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk 

menjangkaunya. 

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan 

dalam dua golongan : 

1) Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 

2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu : 

1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 

atau perekonomian Negara ( Pasal 2 ayat (1) ). 

2) Setiap orang yang dengan tujuan mengungtungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 

yang ada padaaya karena jabatan, atau keduduksn yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara (Pasal 3). 
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3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada 

pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan 

wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di 

anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut 

(Pasal 13). 

4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, 

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi (Pasal 15). 

5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang 

memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 

16). 

Memperhatiakan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur-

unsur sebagai berikut : 

a. Melawan hukum. 

b. Memperkaya diri sendiri atau orangg lain atau suatu korporasi. 

c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur 

melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak 

sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam 

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 
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Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah 

perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang 

tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, 

perbuatan yang di makasud dala Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak 

hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi. 

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi : 

a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang 

merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut 

dalam Bab II Pasal 2 sampain Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999. 

b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang 

berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, 

penuntut,dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau 

terdakwa maupun paara saksi ddalam perkara korupsi. Perbuatan 

tersebut di atur dalam Bab II Pasal 21 sampaai dengan Pasal 2 dan 3 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi; 
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b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya; 

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. 

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat di bagi menjadi dua, yaitu ; 

a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang tindak pidana 

korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16. 

b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang di tari menjadi Undang-

Undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, 

Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, 

dan Pasal 435 KUHP. 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 

1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan 

terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai 

saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi : 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
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penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh tahun) 

b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan. 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, 

harus memenuhi unsur-unsur : 

a. Setiap orang 

b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi 

c. Dengan cara melawan hukum 

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 

Korupsi : 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ” 

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut 

Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur : 

1. Setiap orang 

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

C. Subyek Tindak Pidana Korupsi 

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana korupsi 

terbagi atas 2 (dua) kelompok. Keduanya jika melakukan perbuatan pidana 

diancam dengan sanksi. Subjek hukum tersebut adalah: 

a. Manusia 

Dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa suatu tindak pidana 

hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak 

berlaku di bidang hukum pidana“. Hal ini sejalan dengan asas nullum 

delictum, yang kurang melindungi kepentingankepentingan kolektif. 

b. Korporasi 

Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau 

kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hokum maupun 

bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi). 

c. Pegawai negeri 

Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang 

yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 
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d. Setiap orang 

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-

individu) atau termasuk korporasi. 

D. Bentuk-bentuk Korupsi 

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, 

yaitu sebagai berikut:27 

1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, 

menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan. 

2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam 

kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-

izin, kenaikan pangkat, punggutan terhadap uang perjalanan, pungli 

pada pos-pos pencegatan dijalan,pelabuhan dan sebagainya. 

3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, 

yaitu punggutan  yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan 

peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat  keputusan saja. 

4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain 

kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi 

uang. 

5) Pemerasan, yaitu orang yang mememang kekuasaan menuntut 

pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik 

fasilitas yang diberikan. 

                                                           
27 Evi Hartanti, Ibid hlm.19. 
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6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan 

kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 

7) Nepotisme, yaitu orang  yang berkuasa memberikan kekuasaan dan 

fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain 

juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil. 

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 

(disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai 

berikut28: 

1) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional 

(Bribery of National Public Officials) Ketentuan tipe tindak pidana 

korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan 

penegakan hukum (Criminalization and Law Enforcement) dalam Pasal 

15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai 

penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Bribery of National Public 

Officials) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan 

atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau 

tidak langsung suatu keuntungan  yang tidak pantas (layak), untuk 

pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang 

bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu 

tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap 

penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pajabat-pejabat dari 

organisasi internasional publik (bribery og foreign public officials and 

                                                           
28 http://fayusman-rifai.blogspot.sg/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html diakses 

pada tanggal 27 Februari 2016 

http://fayusman-rifai.blogspot.sg/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html
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officials of public international organization) diatur dalam ketentuan 

Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan 

dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan 

Pasa 17 KAK 2003. 

2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (Bribery in the 

private Sector). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam 

ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan 

setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang 

dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau 

memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan 

yang tidak semestinya kepeda seseorang yang memimpin atau berkerja 

pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain 

melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila 

dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi 

penyuapan disektor publik maupun swasta. 

3) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak 

Sah (Ilicit Enrichment). Pada asasnya, tindak pidana korupsi perbuatan 

memperkaya secara tidak sah (Ilicit Enrichment) diatur dalam ketentuan 

Pasal 20 KAK 2003.  Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewejibkan 

kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam 

prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak 

pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah 
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yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik 

yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan 

pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan 

memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri 

mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 

khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial 

dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003. 

4) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh 

(Trading in Influence). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam 

ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan 

memperdagankan pengaruh (Trading in Influence) sebagai perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau 

memberikan kepeda seseorang pejabat publik atau orang lain, secara 

langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, 

agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau 

yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si 

penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. 

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut: 

1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 

dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi 

dan pihak penerima dari keuntungan peribadi masing-masing pihak 
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dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai 

keuntungan tersebut 

2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi 

dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk 

melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi 

dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting 

baginya 

3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk 

korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap 

kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau 

tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang 

atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma 

atau ketentuan yang berlaku 

4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 

berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung 

dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu 

keuntungan yang akan diperoleh di masa depan 

5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi 

yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, 

melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan 

6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 

dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena 
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memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek 

korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain 

7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 

dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri 

terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya. 

Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini bersifat lebih rinci 

dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. 

Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-

undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 tahun 1999 maka tindak 

pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi  dan 

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi 

pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-undang 

No. 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 UU No. 31 tahun 1999. Kategorisasi 

kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24 Undang-undang No. 31 tahun 1999. 

E. Definisi Gratifikasi 

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “gratikatie“ yang diadopsi 

dalam bahasa Inggris menjadi “gratification“ yang artinya “pemberian 

sesuatu/hadiah“. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi 

atau Gratification adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense 

for a service or benefit” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang 

diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Kita terkadang 

sangat sulit membedakan antara “ hadiah (gift) “ dengan “ suap (bribe) “ ketika 
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berhadapan dengan pejabat. Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda 

dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan 

kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih 

didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi 

integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil 

seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Didalam Pasal 12 

B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang 

meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.  

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 

sarana elektronik. Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara 

negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik 

suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) 

dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 

(1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:  

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan 

oleh penerima gratifikasi;  

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 

umum. 
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Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling 

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

F. Unsur-Unsur Gratifikasi 

Dari rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001, unsur tindak pidana Gratifikasi atau suap 

ada empat : 

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara 

2. Pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima); 

3. Berhubungan dengan jabatan dan 

4. berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Pada unsur kedua dan ketiga ini, muncul konstruksi yuridis turunan (unsur 

derivatif) unsur kedua dua hal, yaitu mengeluarkan putusan dari jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Putusan tersebut 

menguntungkan pihak pemberi gratifikasi. Ini berarti, dalam unsur ketiga, ada 

putusan jabatan yang putusan tersebut bertentangan dengan kewajiban atau 

tugasnya (melawan hukum) dan ada keuntungan dari putusan tersebut pada 

pemberi gratifikasi. 

Unsur pertama dan unsur kedua, diikat oleh rumusan kata ´apabila 

berhubungan dengan´. Ini menunjukan adanya hubungan sebab akibat (qondite 

sine quanon) antara unsur pertama dengan unsur kedua.Kata apabila´ 

menunjukan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa tidak semua 

gratifikasi berkaitan dengan jabatan (unsur kedua). Tanpa adanya hubungan 
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sebab akibat dua unsur tindak pidana gratifikasi atau suap tidak bisa menyatu 

menjadi tindak pidana gratifikasi atau suap.  

G. Subyek Gratifikasi 

Berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, maka yang menjadi 

subjek tindak pidana gratifikasi adalah: 

a. Pegawai Negeri 

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 

1999, meliputi : 

1. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian; 

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau 

daerah; 

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau 

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. 

b. Penyelenggara Negara 

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang 

dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain 
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yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara; 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3. Menteri; 

4. Gubernur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan; 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

H. Objek Gratifikasi 

Dilihat dari penjelasan Pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001, 

maka disebutkan objek gratifikasi adalah: pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis , dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan 

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai 

gratifikasi yaitu: 
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a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat 

mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. 

b. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan.Pungutan 

liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan 

tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu 

lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat 

(preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang 

dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku. 

c. Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi 

Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah. 

d. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat. 

e. Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan 

f. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah 

tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran 

tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan 

tambahan dana dapat menggunakan kotak amal. 

g. Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran. 

h. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan. 

i. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan 

yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan 

jumlah tidak masuk akal. 

j. Pengurusan ijin yang dipersulit. 
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Menurut undang-undang yang berlaku, sesungguhnya penerimaan 

gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan yang terkualifisir sebagai tindak 

pidana.Hal ini bisa dilihat dari rumusan Pasal 12 C (1) yang berbunyi; 

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12B (1) tidak berlaku jika penerima 

gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. 

I. Definisi Korporasi 

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana 

artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak 

pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka 

dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para 

pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara 

pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada Pasal 59 KUHP. 

Dengan berlakunya UU No 7/Drt/ 1955, korporasi dipandang dapat 

melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang 

kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP 

lainnya. 

Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan 

bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan 

kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut 

dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut Rechts Persoon atau 

dalam Bahasa Inggris dengan istilah legal person atau legalbody. 

Secara etimologis kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation 

(Inggris), korporation (Jerman) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa 
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Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “tio” maka 

“corporatio” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja 

“corporare” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau 

sesudah itu . “Corporare” sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = 

badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian 

maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan 

lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan 

perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi 

menurut alam 29. 

Menurut Chidir Ali, 30arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari 

jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu ?”. Pengertian subjek 

hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung 

hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan 

hukum. 

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini 

bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk 

menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan 

dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, 

yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai 

subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah 

(natuurlijke persoon). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang 

                                                           
29 Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Korporasi Dan Perkembangan, Bandung, 

Alumni 2003, hlm.12. 
30 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni 1991, hlm.18. 
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sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa 

menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul 

dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan 

tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. 

Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat 

dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam 

badan yang bersangkutan.31 

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan 

oleh hukum yang terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya 

hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai 

kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka 

kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum, 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : 

“korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum”. 

 

J. Perusahaan Farmasi 

1. Pengertian Industri Farmasi 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 

245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi. Industri Farmasi adalah Industri 

                                                           
31 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, 

Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003, hlm.3 
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Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu 

sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelediki sistem fisiologi atau keadaan patologi 

dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

bahan baku obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang tidak 

berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu 

sebagai bahan farmasi. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi Pasal 1 butir 3 

yang dimaksud dengan industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki 

izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat 

atau bahan obat. 

2. Izin Usaha Perusahaan Farmasi 

Izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan 

wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM). Izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut 

berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun, sedangkan untuk 

industri farmasi Penanaman Modal Asing (PMA) masa berlakunya sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan pelaksanaannya. 

3. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Farmasi 

Pencabutan izin usaha industri farmasi dapat terjadi karena beberapa hal : 
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1. Melakukan pemindahtanganan hak milik izin usaha industri farmasi 

dan perluasan tanpa memiliki izin. 

2. Tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industri 

secara berturut-turut tiga kali atau dengan sengaja menyampaikan 

informasi yang tidak benar. 

3. Melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan 

tertulis terlebih dahulu. 

4. Dengan sengaja memproduksi obat jadi atau bahan baku obat yang 

tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (obat 

palsu). 

5. Tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi. 

6. Melakukan Penyuapan/Gratifikasi terhadap penyelenggara negara 

untuk tujuan tertentu. 

K. Definisi Dokter Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran 

Dokter (dari bahasa Latin yang berarti "guru") adalah seseorang yang karena 

keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua 

orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter 

biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar 

dalam bidang kedokteran.32 

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan 

(dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk 

menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang 

                                                           
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pukul 02:49. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
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jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat 

mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi 

serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan 

prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung 

jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya 

adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama 

pendidikan kedokteran. 

Istilah dokter dalam konteks medis, ialah semua profesinoal medis dengan 

gelar (dr.) dan spesialis (Sp.) atau berbagai gelar lainnya. Menurut Undang-

Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2 : 

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan 

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.” 

L. Status Dokter PNS Dan Swasta 

Ada perbedaan status dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dokter 

berstatus swasta.  

Definisi dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara : 

Pasal 1 : 

(2)  Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Pasal (1) : 

(1) Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. 

Adapun perbedaan dalam definisi dokter swasta, yakni dokter swasta 

adalah  dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 

negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Perbedaan dari ke 2 status dokter diatas, nampak terlihat yakni dokter PNS 

harus ada perjanjian kerja antara dokter dengan departemen kesehatan yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara dan 

digaji oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Perbedaan lainnya yakni, dokter swasta tidak mendapatkan gaji yang 

ditentukan oleh pemerintah atas tugas yang diberikan oleh negara kepada 
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dokter swasta.  Dengan demikian perbedaan yang signifikan dari dokter pns 

dengan dokter swasta yakni dilihat dari pengangkatan oleh pemerintah, dan 

dari segi tugas dan pendapatan bersumber dari negara. 

M. Hak Dan Kewajiban Dokter 

Hak dan kewajiban dokter menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran : 

Pasal 50 : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai hak : 

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 

prosedur operasional;  

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya; dan 

d. menerima imbalan jasa 

 

Pasal 51 : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai kewajiban : 

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, 

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali 

bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu 

melakukannya; dan 

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran atau kedokteran gigi. 


